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HTN =HAN?

* Inti dari HTN adalah hukum yang mengatur hubungan antara

negara dengan rakyat (yang memerintah dengan yang
diperintah) dengan obyek kajian meliputi konstitusi negara,
alat-alat kelengkapan negara, sistem pemerintahan dan

sebagainnya.

* HAN yang mengatur hubungan orang /[ badan hukum
privat dengan badan/pejabat TUN, obyek kajiannya

meliputi sifat-sifat hukum dari hubungan dinas umum, izin-izin
pemerintah dan perintah-perintah, dispensasi-dispensasi, grasi
dan sebagainya.




HUBUNGAN HTN-HAN

* HTN memasuki wilayah politik pemerintahan sedangkan
HAN merupakan hubungan hukum yang telah terlebih
dahulu ditentukan oleh politik pemerintahan

* Pertanyaan: dahulu mana HTN dan HAN!

* Misalnya, pemberian kekuasaan rakyat kepada negara
dilakukan dengan proses politik Pemilu (obyek kajian
HTN), namun ketika pemerintah terbentuk maka HAN
digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan atau
membatasi kegiatan pemerintah agar tidak sewenang-
wenang.




VAN VOLLEN HOVEN

* Alat-alat kelengkapan negara tanpa peraturan-
peraturan HTN akan lumpuh, karena kekuasaannya

(wewenangnya) tidak ada atau tidak tentu.

* Alat-alat kelengkapan negara tanpa HAN adalah bebas
sama sekali karena alat-alat itu dapat melakukan

kekuasaannya menurut sekehendak hatinya

(sewenang-wenang).




LOGEMANN

* HAN diadakan untuk memungkinkan para pejabat melakukan tugas
mereka yang khusus.

* HAN merupakan hukum hubungan dinas publik dari izin-izin
pemerintah, perintah-perintah, dispensasi-dispensasi, grasi dan
seterusnya.

* HAN menjadi pelajaran tentang hubungan hukum istimewa yang
memungkinkan para pejabat menjalankan tugas istimewa mereka.

* Yang menunjuk pejabat menjalankan tugas pemberian izin adalah
peraturan HTN, sedangkan yang menunjuk peraturan-peraturan
badan kenegaraan mengeluarkan izin tersebut adalah HAN




BACHSAN MUSTAFA

* HTN membahas mengenai hal yang asasi
(fundamental), dasar-dasar dari sistem pemerintahan
yang langsung menyangkut setiap warga negara.,
misalnya jaminan terhadap HAM.

* HAN adalah peraturan-peraturan teknis dimana kita

tidak langsung tersangkut kepadanya, yang hanya
menyangkut para ahli saja (badan/pejabat TUN),
misalnya penetapan tarif pajak, pemberhentian dan
pengangkatan PNS.




SEKIAN




